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BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan  

6.1.1 Komponen Input  

Kebijakan yang dipedomani dalam pelaksanaan program kesehatan 

reproduksi bagi calon pengantin di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten adalah 

Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 sedangkan Puskesmas Ujung 

Gading berpedoman pada kebijakan yang berbeda yaitu Permenkes dan Peraturan 

Nagari No 03 Tahun 2013 Pasal 13, namun belum memiliki SOP khusus catin. 

Sumber daya manusia yang terlibat di tingkat Dinas Kesehatan yaitu Bidang 

Kesehatan Masyarakat khususnya seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (Kesga) yang 

dikelola oleh Koordinator Program Ibu, sedangkan Puskesmas Ujung Gading 

melibatkan 3 tenaga kesehatan dengan profesi bidan, namun belum ada SK 

penanggungjawab program. 

Anggaran dana yang dialokasikan untuk program kesehatan reproduksi bagi 

calon pengantin dari Dinas Kesehatan Kabupaten berasal dari APBD dan BOK, 

sedangkan Puskesmas Ujung Gading tidak menganggarkan dana untuk program catin 

dan bertentangan dengan PMK yang mengatur terkait Pendanaan di FKTP. Sarana 

dan prasarana yang tersedia di puskesmas sudah cukup menunjang pelaksanaan 

program yaitu ruangan konseling, laboratorium, poli gizi, leaflet, kartu catin sehat, 

alat tes kehamilan, alat imunisasi 

6.1.2 Komponen Proses  

Perencanaan program kespro bagi catin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di 

Bidang Kesmas khususnya Seksi Kesga yang dikelola oleh Koordinator Program Ibu. 

Struktur organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program di Dinas Kesehatan 
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yaitu Bidang Kesehatan Masyarakat khususnya Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 

yang dikelola oleh Koordinator Program Ibu, sedangkan di Puskesmas Ujung Gading 

dikoordinir oleh bidan pemegang program KB. Pembagian tugas di puskesmas 

berdasarkan alur pelayanan untuk catin. 

Pelaksanaan program diawali dengan pemberian informasi kepada 

masyarakat dengan adanya peraturan nagari tentang program catin kemudian 

penginformasian kepada setiap Koordinator Bidan di puskesmas terkait pelayanan 

yang diberikan kepada catin. Pihak yang terlibat dalam program catin ialah KUA. 

Selama pelaksanaan terdapat sedikit kendala namun tidak signifikan yaitu 

keterbatasan jumlah tenaga kesehatan ahli yang terlibat dalam program catin dan 

adanya masyarakat yang mengeluh dengan adanya program catin ini. Pengawasan 

pelaksanaan program di Dinas Kesehatan dilakukan oleh Seksi Kesga dan Gizi yang 

dikelola oleh Koordinator Program Ibu, namun masih dibantu oleh Bidang P2P 

berhubungan dengan program imunisasi TT. Pengawasan di Puskesmas Ujung 

Gading dilakukan hanya dilakukan oleh pimpinan puskesmas.  

6.1.3 Komponen Output  

Program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin di Puskesmas Ujung 

Gading belum optimal, karena adanya beberapa pelayanan yang belum diberikan. 

Adanya data terkait jumlah catin yang melakukan pemeriksaan. Program catin 

penting untuk dilaksanakan kedepannya karena dapat menurunkan AKI, mencegah 

terjadinya stunting dan menghasilkan keluarga serta generasi sehat. Pelaksanaan 

program catin juga bertujuan untuk menurunkan angka seks bebas. Penambahan 

media dalam pemberian pelayanan juga penting agar informasi yang diberikan lebih 

tersampaikan.  
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6.2 Saran  

1. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat untuk :  

a) Berkoordinasi dengan puskesmas untuk membentuk penanggungjawab 

program catin dengan mengeluarkan SK   

b) Memberikan pelatihan khusus terkait materi pelayanan kesehatan reproduksi 

bagi tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dengan program catin secara 

berkala tiap tahunnya 

c)  Mensosialisasikan mengenai pedoman PMK No 97 Tahun 2014 kepada 

penanggungjawab program kespro catin di setiap puskesmas dan petugas di 

Dinas Kesehatan  yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program 

kesehatan rerproduksi bagi catin  

d) Membuat SOP khusus program catin yang menjadi dasar dalam pemberian 

pelayanan  

2. Diharapkan kepada Puskesmas Ujung Gading untuk :  

a) Memberikan pelayanan bagi catin yang sesuai dengan pedoman Permenkes  

b) Mengalokasikan anggaran dana untuk program kespro bagi catin  

c) Menjadikan program catin menjadi program inovasi puskesmas dengan 

menjadikan agenda dalam Lokakarya Mini Puskesmas  

d) Menambah media dalam pemberian konseling untuk catin berupa buku yang 

bisa dibawa pulang oleh catin  

e) Membedakan hari pelayanan khusus catin agar tidak menimbulkan antrian 

pasien  

3. Diharapkan kepada pihak KUA Kecamatan Lembah Melintang :  

a) Mengadakan MOU dengan pihak puskesmas  
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b) Bekerjasama dengan puskesmas dalam melakukan monitoring serta evaluasi 

terkait pelaksanaan program kesehatan reproduksi bagi catin  

4. Diharapkan kepada Wali Nagari Ujung Gading untuk :  

a) Membantu mensosialisasikan tentang pentingnya program kespro bagi catin 

kepada masyarakat  

b) Mengadakan MOU dengan puskesmas dan KUA terkait program kespro bagi 

catin 


